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GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah yang menyebutkan bahwa Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Iran Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagj Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penectapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.

Gubernur ialah Gubernur Papua.
Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.

1

2.
3.
4

o o

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKD

Provinsi Papua.

A ialah Sekretaris Daerah

Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutny

a disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
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yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses
integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan

Pemerintah Provinsi Papua.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

es identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang
f dan profesional berdasarkan standar
efektivitas,

8. Sistem Pengendalian Intern,

11. Audit adalah pros
dilakukan secara independen, objekti

audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan,
dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain
berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan,

dan pemaparan hasil pengawasan.

12. Reviu adalah penelaahan ulang

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

SPIP disusun bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Papua, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Kepala SKPD wajib menciptaka
menimbulkan perilaku positi
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Pasal 3

lolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan,

Untuk mencapai penge
ur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

dan akuntabel, Gubern
kegiatan pemerintahan di Provinsi Papua.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiata
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua

perundang—undangan.

n pemerintahan sebagaimana
i dengan ketentuan peraturan

BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 4

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib menerapkan SPIP yang
meliputi unsur :

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.

(1) dilaksanakan

Pasal 5

n dan memelihara lingkungan pengendalian yang
f dan kondusif untuk penerapan Sistem

Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

a.

o a0 o
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penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi;

kepemimpinan yang kondusif;

pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan,;

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemeri

hubungan kerja baik dengan SKPD.

ntah yang efektif; dan

Pasal 6

Kepala SKPD wajib melakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. identifikasi risiko; dan

b. analisis risiko.
Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dim
SKPD menetapkan tujuan :

aksud pada ayat (1) Kepala

a. SKPD; dan
b. pada lingkungan kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(1)

(3)
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Pasal 7

nyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD.

atan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
liki karakteristik sebagai berikut :

a kegiatan pokok SKPD;

Kepala SKPD wajib me
ukuran, kompleksitas,
Penyelenggaraan, kegi
(1) paling kurang memi
a. kegiatan pengendalian diutamakan pad
kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
kebijakan dan prosedur harus ditetapkan;

prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan; dan

kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut masih sesuai dengan fungsi seperti yang diharapkan.
da ayat (1) terdiri atas :

™o o0 o

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pa
reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
pembinaan sumber daya manusia;
pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
pengendalian fisik atas asset;

penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

pemisahan fungsi;

otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
atas transaksi dan kejadian;

PR ™Mo Qo0 TP

pencatatan yang akurat dan tepat waktu
pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
akuntabilitas terhadap sumber daya pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

[y

Pasal 8

Kepala SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan

informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
diselenggarakan secara efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang €
pada ayat (2), Kepala SKPD harus paling kurang :
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

b. mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus-

IMenerus.

(1) wajib

fektif sebagaimana dimaksud

Pasal 9

Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan SPIL.
ud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

Pemantauan SPI sebagaimana dimaks
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil

audit dan reviu lainnya.



(1)
(2)

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan tugas
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Pasal 10

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dikoordinasikan
oleh SEKDA.
Penyelenggaraan sebag

berdasarkan petunjuk p
oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyeleng

aimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
elaksanaan penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan
garaan SPIP.

Pasal 11

Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan

Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Papua.
Pembentukan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Papua, ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 12

Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di
lingkungan masing-masing.
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 13

Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. audit;

b. reviu,;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 14

seluruh kegiatan dalam rangka
dan fungsi perangkat daerah yang dananya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

(1) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP telah ditetapkan paling lambat
6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(2) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada

(1) memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan

pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk

memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/

kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin

pencapaian tujuan yang ditetapkan.

ayat

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
SOEDARMO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Mei 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 26

plsai dengan aslinya
PATA\BIRO HUKUM,



